KEPALA DESA RANTAU GEDANG
KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DESA RANTAU GEDANG
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ‘
TAHUN ANGGARAN 2023

( DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RANTAU GEDANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati
Batang Hari Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa
wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Rantau Gedang Tahun
Anggaran 2023; L
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan
Peraturan Desa Rantau Gedang tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
‘ Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

—

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Mengingat :
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (Lembaran Negaran Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negaran Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); :

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 537) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1970); ¥

7. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017
Nomor 22) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Batang Hari Tahun 2018 Nomor 14);

8. Peraturan Desa Rantau Gedang Nomor 06 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Perubahan (Berita Acara Desa Rantau Gedang
Tahun 2023 Nomor 06).

Memperhatikan 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Rantau Gedang Nomor ..©@l. Tahun 2023 tentang
Persetujuan Peraturan Desa Rantau Gedang tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa
Perubahan (APBDesa-Perubahan );
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2. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(RAPBDesa-Perubahan) tanggal 5. JaaN\égs.. Tahun 202§.

3. Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa Rantau i
Gedang dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada
tanggal ). 7aRvAQA......... Tahun 2024

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANTAU GEDANG dan
KEPALA DESA RANTAU GEDANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA RANTAU GEDANG TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

. Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota ,'l’nelalui
Sekretaris Daerah.

Desa adalah Desa Rantau Gedang.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari Calon yang memenuhi
syarat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Batang Hari.

5. Badan Permusyawaratan Desaf atau BPD adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan

secara demokratis.
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12,

13.

14.

15.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan ) pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus. i
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kep.':lfa Desa
yang karena jabatanya mempunyai Kkewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya
disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala
Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang mena.mpung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang
ditetapkan.

Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan
desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
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16. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui
rekening kas desa.

17. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa
dengan belanja desa.

18. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa
dengan belanja desa.

19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.

20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

22. RAB adalah singkatan dari Rencana Anggaran Biaya

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 1.584.136g947,69
2. Belanja Desa
a. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemt Desa Rp. 667.221.131,91
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 446.905.000,00
c. Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 125.630.000,00
d. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 224.995.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Rp. 133.200.000,00
Jumlah Belanja Rp. 1.597.951.131,91
Surplus/Defisit Rp. (13.814.184,22)
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00
Selisih (a—b) . Rp. 1.584.136.947,69

Rp. 1.597.951.131,91
Rp. (13.814.184,22)
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